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SALINAN
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

Pemerintahan Daerah diberikan hak dan kewajiban

menyelenggarakan Otonomi Daerah bidang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat,

dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diatur

dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5073) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
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Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4230) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993

Seri D Nomor 5) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah

Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan

Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Berau.

4. Dinas adalah Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang sebagian tugas pokoknya membidangi Retribusi Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Kas Umum Daerah adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Berau

untuk memegang Kas Umum Daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pesiun, Persekutuan, Perkumpulan,

Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya ikan.

12. Sumber Daya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

13. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan atau

pembudidaya ikan.

14. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang

dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk menampung,

mengangkut dan untuk melakukan survey atau eksploitasi perikanan.

15. Alat Tangkap Destruktif adalah alat tangkap ikan yang dilarang digunakan dalam

melakukan kegiatan penangkapan ikan seperti bom, potassium dan setrum.

16. Hasil Perikanan adalah semua jenis ikan atau non ikan kedalam sumber daya ikan

atas hasil penjualan ikan-ikan hasil tangkapan, budidaya ataupun kegiatan

pengumpulan dan pengolahan ikan.

17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang

harus dimiliki perorangan maupun perusahaan perikanan untuk melakukan usaha

perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin

tersebut.
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18. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang

harus dimiliki setiap kapal perikanan dan atau alat tangkap yang digunakan untuk

melakukan penangkapan ikan.

19. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin

tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan

pengangkutan ikan.

20. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan yang selanjutnya disingkat TPKP adalah izin

tertulis yang harus dimiliki setiap penangkap ikan, pembudidaya ikan, pengumpul

dan pengolah hasil perikanan dengan skala usaha kecil/nelayan kecil yang

kedudukannya sederajat dengan SIUP.

21. Surat Keterangan Nelayan Andon yang selanjutnya disingkat SKNA adalah izin

tertulis yang harus dimiliki oleh nelayan andon/pendatang yang melakukan kegiatan

penangkapan ikan diperairan Kabupaten Berau.

22. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah izin tertulis

yang harus dimiliki setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan

pengiriman dan/atau pemasaran hasil perikanan ke luar dan/atau masuk ke wilayah

Kabupaten Berau.

23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

24. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

pembudidaya ikan.

25. Nelayan Andon adalah Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan

dilaut dan atau perairan umum dengan daerah pengkapan yang berubah-ubah

atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis

sementara waktu atau dalam waktu yang relative lama dipelabuhan diluar daerah

asal nelayan tersebut.

26. Trip Penangkapan Ikan adalah kegiatan operasi penangkapan ikan sejak unit

penangkapan ikan meninggalkan pangkalan menuju Daerah operasi, mencari daerah

pengkapan melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat pangkalan asal

atau ketempat pendaratan lain.

27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

28. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi

Daerah.

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan

Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

31. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan

penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam

melaksanakan pemungutan Retribusi.

32. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau Badan.
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33. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan

ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,

adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang

atau seharusnya tidak terutang.

37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat

untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga

dan/atau denda.

38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha

penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Usah Perikanan adalah kegiatan usaha perikanan yang meliputi :

a. Usaha Penangkapan ikan ;

b. Usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang

mendapatkan Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.


